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         Desentralisasi fiskal sebagai salah satu implementasi kebijakan otonomi memberikan 

kesempatan bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi daerah sendiri secara 

maksimal, dampaknya kebutuhan dana yang  cukup  besar sebagai penopang menuju  

kemandirian pemerintah daerah. Sumber dana tersebut berasal dari PAD dan Transfer 

pemerintah pusat, salah satu dana transfer tersebut adalah DAU yang merupakan 

unconditional grant. 

              Penelitian ini melihat sumber dana manakah (PAD dan DAU) yang lebih 

berpengaruh terhadap belanja daerah (apakah terjadi flypaper efect atau tidak) berdasarkan 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). IKK dihitung berdasarkan model Bappenas 2003, dan 

untuk melihat flypaper effect menggunakan model regresi berganda (multipple regression) 

data panel. Sampel yang dianalisis sebanyak 2.405 (kabupaten/kota se-Indonesia) periode 

2010 – 2014. 

         Hasil  penelitan didapat, kabupaten/kota IKK tinggi sebanyak 153, kabupaten/kota IKK 

sedang 151, dan kabupaten/kota IKK rendah sebanyak 147. Dan hasil pengujian regresi 

menujukkan bahwa DAU dan PAD berpegaruh positif signifikan terhadap belanja daerah,  

pengaruh DAU lebih besar dibanding PAD baik pada daerah dengan IKK tinggi, sedang 

maupun rendah. Temuan tersebut  menunjukkan bahwa flypaper effecct  terjadi diseluruh 

kabupaten/kota di Indonesia. 

Kata kunci: IKK, Belanja Daerah (BD), PAD, DAU, flypaper effect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Analysis Flypaper Effect Based Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)  

in the  Regency and  City  in Indonesia 

 

By 

Muhammad Sidiq 

 

 

           Fiscal decentralization as one of the implementation of autonomy policy provides an 

opportunity for the region to manage and develop the potential of their own area to the 

fullest. The direct impact of the implementation of autonomy and decentralization is the need 

of substantial funds for support to independence of local governments. Source of funding 

comes from the local government revenue (PAD) and central government transfers funds, 

which one of transfer funds is DAU (an unconditional grant). 

              This study uses analysis Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) model based on 

Bappenas 2003 and multiple regression model to see flypaper effect. Samples were analyzed  

2,405 (regency/cities in Indonesia) in the period 2010 - 2014. The purpose of this research to 

find out whether the flypaper effect occur in regency /cities in Indonesia based on Indeks 

Kemampuan Keuangan (IKK) 

          

           From the anylisis finds that the regency/city with high IKK  as 153, regency /cities 

with medium IKK as much as 151 , and regency/city with low IKK as 147. And the results of 

the regression testing shows that the DAU and PAD having an effect positively significant to 

regional expenditure, the influence of DAU is greater than the PAD well in areas with high 

IKK, medium or low . The findings show flypaper effecct occurred throughout the 

districts/cities in Indonesia. 

 

Keywords: IKK, Regional Expenditure, DAU, PAD, Flypaper effect 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

1.1   Latar Belakang 

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia semakin pesat, seiring dengan 

adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. 

Kebijakan tentang Otonomi Daerah merupakan kebijakan yang dipandang sangat 

demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, 

kebijakan tersebut diatur dalam UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah 

sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 23/2014, dan UU No. 25/1999 tentang 

perimbangan keuangan antara  pemerintah pusat dan daerah  sebagaimana telah  

dengan UU 33/2004 yang menjadi landasan otonomi, kemudian dijelaskan lebih 

jauh pengaplikasian hal-hal tersebut melalui beberapa Peraturan Pemerintah (PP), 

yang kemudian dipandu dengan Permendagri No. 21/2011. 

Permendagri No. 21/2011 menyiratkan bahwa untuk tujuan akuntabilitas atas 

pengelolaan dana-dana yang dikelola daerah, pemerintah daerah diwajibkan 

menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari laporan 

pertanggungjawaban kepala daerah, yang meliputi neraca daerah, laporan 

perhitungan APBD, nota perhitungan APBD, dan laporan aliran kas. Dari Laporan 

APBD  tersebut dapat dianalisis sumber dan penggunaan dana oleh pemerintah 

daerah  selama satu tahun fiskal. 
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Sumber dana dalam APBD  mencakup dana transfer atau dana perimbangan dari 

pemerintah pusat, hal ini tercantum dalam UU No. 33/2004 yang menegaskan 

bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan 

mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), 

Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil pajak dan bukan  

pajak. Disamping dana perimbangan tersebut dalam APBD, pemerintah daerah 

memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

pinjaman daerah, maupun lain-lain penerimaan daerah yang sah, kebijakan 

penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah, dan 

merupakan kebijakan dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal.  

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal mensyaratkan adanya 

pembagian kewenangan kepada daerah dalam hal penerimaan/pendanaan (revenue 

assignment) yang mengiringi pemberian tugas dan kewenangan kepada 

pemerintah daerah (expenditure assignment) sehingga hubungan keuangan pusat 

dan daerah perlu diberikan pengaturan sedemikian rupa. Tujuannya untuk 

menciptakan kondisi ideal dimana kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung 

jawab daerah dapat dibiayai dari sumber-sumber penerimaan daerah yang ada. 

Permasalah kemudian yang timbul adalah pemerintah daerah terlihat lebih 

menggantungkan transfer untuk membiayai belanja daerah tanpa mengoptimalkan 

potensi yang dimiliki oleh daerah. Disaat transfer yang diperoleh besar, maka 

pemerintah daerah berusaha agar pada periode berikutnya transfer yang 

diperoleh tetap besar, sehingga besaran transfer meningkat ditahun berikutnya. 

Hal tersebut terlihat dari trend dana perimbangan secara nasional yang masih 
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dominan setiap tahunnya. Berikut ini tabel trend komposisi pendapatan daerah 

secara nasional:  

Tabel 1.1 

Trend Komposisi Pendapatan Daerah T.A 2010 – 2014 

(Dalam milyar Rupiah) 

Pendapatan Daerah Tahun 

2010 2011 2012 2013 2014 

PAD 71.852 90.393 112.745 140.328 180.397 

Dana perimbangan 292.281 327.368 380.984 433.213 482.221 

Lain-lain enapatan 

yang sah 
22.205 42.132 58.218 79.971 96.908 

Sumber :  Data APBD konsolidasi 2010 – 2014  pada deskripsi analisis APBD 

Depkeu 2014 

Tabel 1.1 di atas menunjukan dana perimbangan tahun 2011 meningkat 12 %, 

tahun 2012 meningkat 16,38%, tahun 2013 meningkat 11,32% dan tahun 2014 

meningkat sebesar 13,35%, dan porsi terbesar dana perimbangan tahun 2014 

dalam APBN adalah DAU yang ditunjukan pada grafik dibawah ini:  

 

                              Grafik 1.1 

Komposisi dana transfer ke Daerah dalam APBN. 

 

  Sumber : DJPK yang disampaikan pada seminar ISEI FE Unila 2015  
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Grafik 1.1 menunjukan DAU masih menjadi kontributor terbesar dana 

perimbangan khususnya pada daerah kabupaten/kota dengan persentase 57,20% 

dari APBN tahun 2014. DAU merupakan transfer tidak bersyarat (unconditional 

grant) dianggap lebih flexibel dalam penggunaannya, yang diharapkan dapat 

dialokasikan pada sektor-sektor produktif sehingga dapat mendorong peningkatan 

investasi di daerah dan meningkatkan respon pemerintah kepada masyarakat dan 

meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan yang disediakan seperti tujuan dari 

desentralisasi itu sendiri.  

Kemudian memunculkan efek dalam peningkatan kontribusi publik terhadap PAD 

seperti dalam bentuk pajak yang juga meningkatnya kapasitas fiskal daerah, 

sehingga tanggungan pemerintah untuk memberikan DAU bisa lebih dikurangi. 

Dengan arti lain pemberian DAU yang seharusnya menjadi pendorong 

peningkatan kemandirian daerah, justru direspon atau diperlakukan berbeda oleh 

daerah. 

Perilaku pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana yang dimilikinya, baik 

dari transfer pusat maupun dari pendapatan daerahnya sendiri merupakan objek 

yang telah diteliti dan dijelaskan oleh beberapa peneliti dengan berbagai 

pendekatan. Pemerintah daerah bisa merespon transfer dari pusat secara simetris 

dan tidak simetris (Gamkhar dan Oates, 1996) dalam Abdullah dan Halim (2003). 

Menurut Alderete (2004) ketika pemerintah pusat memberikan bantuan melalui 

transfer kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja daerah, terdapat 

spekulasi  bahwa pengeluaran pemerintah daerah merespon perubahan transfer 

tersebut secara asimetris.  
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Kuncoro (2007) menemukan bahwa perubahan besaran transfer dari pemerintah 

pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten menimbulkan perilaku asimetris 

pemerintah kota dan kabupaten dalam penggunaan dana transfer yang diterimanya 

tersebut. Kuncoro menyebutkan bahwa peningkatan alokasi transfer dari 

pemerintah pusat akan direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk 

peningkatan belanja daerah yang lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi 

inefisiensi dalam belanja pemerintah daerah, terutama belanja operasional. Hal 

tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan belanja pemerintah daerah yang 

lebih tinggi dari periode sebelumnya. Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi 

transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah kota dan kabupaten maka 

pemerintah daerah merespon kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja 

daerah yang melebihi penurunan pendapatan asli daerah. 

Hubungan pengaruh dari transfer dana antar pemerintah dan pendapatan daerah 

terhadap kebijakan belanja daerah dalam dunia akademis dikenal sebagai flypaper 

effect. Beberapa peneliti menjelaskan respon belanja pemerintah daerah sebagaif 

Flypaper effect, yaitu respon belanja pemerintah daerah yang berbeda untuk 

sumber dana dari transfer pemerintah pusat dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Dengan kata lain, ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi 

belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari 

pendapatan daerah/ PAD. Ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap 

transfer dibandingkan dengan respon belanja daerah lebih besar terhadap 

pendapatan daerah, kondisi tersebut disebut sebagai flypaper effect (Oates, 1999) 

dalam Abdullah dan Halim (2003). 
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Selain Kuncoro, Abdullah dan Halim (2003) menguji flypaper effect pada 

kabupaten/kota di Jawa dan Bali menyatakan bahwa DAU periode t-1 memiliki 

pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap belanja daerah periode t, 

namun ketika diuji pengaruh Dana Alokasi Umum t (DAU t) dan Pendapatan Asli 

Daerah t (PAD t) secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t (BD t), hasilnya 

PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap belanja daerah. Namun 

menurut  Abdullah dan Halim (2003) hasil penelitian tersebut tidak dapat 

disamakan untuk seluruh wilayah diseluruh Indonesia, karena pemerintah daerah  

kabupaten/kota di Jawa-Bali memiliki kemampuan keuangan berbeda dengan 

Pemerintah Daerah  kabupaten/kota di luar Jawa-Bali. 

Kurnia dan Ananda (2013) mengatakan setiap daerah memiliki pertumbuhan 

ekonomi yang berbeda, pertumbuhan ekonomi seharusnya memicu timbulnya 

pendapatan asli daerah seperti melalui pajak dan retribusi, dan pendapatan asli 

daerah inilah yang seharusnya berjalan mengimbangi transfer pusat. Apabila 

siklus ini berjalan dengan baik maka seharusnya kapasitas dan kebutuhan fiskal 

daerah dapat berjalan dengan seimbang. Oleh karena itu Kurnia dan Ananda 

(2013) melakukan penelitan tentang flaypaper efect yang berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuagan (IKK) dan Pertumbuhan Ekonomi pada kabupaten/kota di 

Jawa Timur, hasil penelitan menunjukan Daerah yang memiliki IKK yang tinggi 

tidak terjadi flaypaper effect  sedangkan daerah yang kondisi IKK rendah terjadi 

flypaper effect.  

Kajian tentang Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) itu sendiri telah diteliti oleh 

Bappenas (2003) dengan mengamati Indeks Growth PAD, Indeks Share PAD 

(rasio antara PAD dan Belanja Daerah) dan Indeks Elastisitas (rasio  petumbuhan  
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PAD dan  petumbuhan PDRB), yang mana ketiga hal tersebut mencerminkan 

kapasitas dan upaya daerah dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya sendiri.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitan yang 

berjudul “Analisis Flypaper Effect Berdasarkan Indeks Kemampuan 

Keuangan (IKK) pada Kabupaten dan Kota di Indonesia”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam studi ini, paling tidak ada dua hal penting yang melatarbelakangi keinginan 

untuk melihat fenomena Flypaper Effect di Kabupaten/kota di Indonesia.  

Pertama, perkembangan pemekaran wilayah Indonesia sejak otonomi daerah tahun 

1999 sampai dengan  tahun 2014 sangat pesat,  yang terdiri dari 34 Provinsi, 419 

kabupaten, dan 93 Kota. Dan setiap daerah memiliki kondisi, karakteristik 

ekonomi dan geografis yang bervariatif serta kemampuan keuangan yang berbeda-

beda. 

Kedua, adanya research gap yang terjadi pada berbagai studi terdahulu tentang 

fenomena Flypaper Effect. Pramuka (2010) mengatakan bahwa Flypaper Effect 

tidak ditemukan di kabupaten/kota di Jawa, yang menujukan bahwa pemerintah 

setempat tidak mengandalkan hibah dari pemerintah pusat sebagai sumber dari 

anggaran mereka. Hasil tersebut tidak konsisten dengan Abdullah dan Halim 

(2003) yang mengatakan bahwa flypaper effect  terjadi pada kabupaten/kota di 

Jawa dan Bali, kemudian temuan Kurnia dan Ananda (2013) seperti pada latar 

belakang penelitan ini.  Maka disusunlah pertanyaan penelitian yang akan 

diajukan sebagai berikut : 
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1. Apakah Flypaper Effect terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi;  

2. Apakah Flypaper Effect terjadi pada pada kabupaten/kota se-Indonesia 

dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang; 

3. Apakah Flypaper Effect terjadi pada pada kabupaten/kota se-Indonesia 

dengan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah. 

 

1.3   Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas penelitan ini 

bertujuan: 

1. Untuk mengetahuhi apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada 

kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan 

(IKK) tinggi periode 2010 sampai dengan 2014? 

2. Untuk mengetahuhi apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada 

kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan 

(IKK) sedang periode 2010 sampai dengan 2014? 

3. Untuk mengetahuhi apakah terjadi fenomena Flypaper Effect pada 

kabupaten/kota di Indonesia dengan Indeks Kemampuan Keuangan 

(IKK) rendah  periode 2010 sampai dengan 2014? 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat dijadikan sebagai informasi dasar tentang kondisi kemampuan 

keuangan yang dilihat dari Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten 

dan Kota di Indonesia; 
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2. Dapat dijadikan informasi tentang perbedaan fenomena Flypaper Effect 

antara Kabupaten dan Kota di Indonesia berdasarkan klasifikasi Indeks 

Kemampuan Keuangan  (IKK). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1     Landasan Teori 

2.1.1 Teori Keagenan  

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan prinsipal dan 

agen yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, 

dan teori organisasi. Teori prinsipal-agen menganalisis susunan kontraktual di 

antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi. Salah satu pihak 

(principal) membuat suatu kontrak baik secara implisit maupun eksplisit dengan 

pihak lain (agent) agar agen akan melakukan pekerjaan seperti yang dinginkan 

oleh prinsipal (dalam hal ini terjadi pendelegasian wewenang). Dengan kontrak 

tersebut, masalah yang sering terjadi dengan agen akan dapat diminimalisasi. 

Dalam kaitannya dengan isu penelitan ini adalah bahwa pemerintah pusat 

dipandang sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent, dan  peraturan 

perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara principal-

agent. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak 

yang terlibat dalam pemerintahan. Beberapa aturan yang secara eksplisit 

merupakan manifestasi dari teori keagenan adalah: 

1. UU 22/1999 dan UU 32/2004 yang di antaranya mengatur bagaimana 

hubungan antara eksekutif dan legislatif. Eksekutif yang dipilih dan 

 



11 
 

diberhentikan oleh legislatif (UU 22/1999) atau diusulkan untuk 

diberhentikan (UU32/2004) merupakan bentuk pengimplementasian 

prinsip-prinsip hubungan keagenan di pemerintahan. Eksekutif akan 

membuat pertanggungjawaban kepada legislatif pada setiap tahun atas 

anggaran yang dilaksanakannya dan setiap lima tahun ketika masa jabatan 

kepala daerah berakhir. 

2. UU No. 33/2004 yang menegaskan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan 

Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat (sebagai principal) akan 

mentransfer dana perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi umum 

(DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Bagian daerah dari Bagi hasil 

pajak dan bukan pajak kepada Pemerintah Daerah  (sebagai agent). 

Tujuan dari dibentuknya peraturan-peraturan tersebut merupakan implikasi dari 

adanya era otonomi daerah, yaitu untuk  pemerataan pembangunan. Tetapi pada 

praktinya sebagain besar daerah menjadikan transfer dari principal tersebut 

sebagai sumber dana utama bagi agent untuk membiayai kegiatan operasional 

sehari-hari. Kenyataan inilah yang menimbulkan respon asimetris terhadap 

peningkatan dan penurunan punggunaan dana transfer dari pemerintah pusat. 

Dana trasnfer tersebut diberikan untuk jangkawaktu tertentu dengan indikasi 

adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari penerimaan tranfer yang 

cenderung meningkat. 
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2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah 

Pengeluaran Pemerintah versi Keynes identitas keseimbangan pendapatan 

nasional Y = C + I + G merupakan pandangan kaum Keynesian akan relevansi 

campur tangan Pemerintah dalam perekonomian tertutup. Formula ini dikenal 

sebagai identitas pendapatan nasional. Y merupakan pendapatan nasional, C 

merupakan pengeluaran konsumsi, dan G merupakan Pengeluaran Pemerintah. 

Dengan membandingkan nilai G terhadap Y serta mengamati dari waktu ke waktu 

dapat diketahui seberapa besar kontribusi Pengeluaran Pemerintah dalam 

pembentukan pendapatan nasional (Dumairy,1997). Menurut Keynes untuk 

menghindari timbulnya stagnasi dalam perekonomian, Pemerintah berupaya untuk 

meningkatkan jumlah pengeluaran Pemerintah (G) dengan tingkat yang lebih 

tinggi dari pendapatan nasional sehingga dapat mengimbangi kecenderungan 

mengkonsumsi (C) dalam perekonomian.  

Keynes juga mengatakan bahwa pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh 

sektor rumah tangga dalam perekonomian tergantung dari besarnya pendapatan. 

Perbandingan antara besarnya konsumsi dengan jumlah pendapatan disebut 

kecondongan mengkonsumsi (MPC = Marginal Propensity to Consume). 

Semakin besar MPC semakin besar pula pendapatan yang digunakan untuk 

kegiatan konsumsi dan sebaliknya. 

Dari pengertian di atas kecenderungan pengeluaran atau belanja seharusnya dilihat 

dari jumlah pendapatan. Karena komposisi pendapatan dalam struktur APBD 

terdapat tiga sumber yaitu Pendapatan Asli Derah, Dana Perimbangan dan Lain-

lain pedapatan yang sah, maka ketergantungan pendapatan dalam stuktur APBD 
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melalui bantuan transfer (dana perimbangan) dari pemerintah pusat kemungkinan 

besar akan terjadi. Hal ini dikarnakan pemerintah pusat melalui Undang-undang 

menjamin adanya dana transfer, pada hal seharusnya bantuan teransfer tersebut 

untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah ditahun-tahun berikutnya, namun 

menurut Kuncoro (2007) peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat akan 

direspon oleh pemerintah daerah dalam bentuk peningkatan belanja daerah yang 

lebih tinggi. Artinya, terdapat indikasi terjadi inefisiensi dalam belanja pemerintah 

daerah, terutama belanja operasional. Hal tersebut menyebabkan terjadinya 

peningkatan belanja pemerintah daerah yang lebih tinggi dari periode sebelumnya. 

Disisi lain, apabila terjadi penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat 

kepada pemerintah kota dan kabupaten maka pemerintah daerah merespon 

kebijakan tersebut dalam bentuk penurunan belanja daerah yang melebihi 

penurunan Pendapatan Asli Daerah.  

2.1.3 Flypaper Effect 

Istilah flypaper effect  sendiri timbul dari pemikiran Okun (1930) pada 

Kusumadewi dan Rahman (2007) yang menyatakan “money sticks where it 

hits”. Sejauh ini, belum ada padanan kata flypaper effect dalam bahasa 

Indonesia sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. 

Beberapa peneliti menemukan respon pemerintah daerah berbeda untuk transfer 

dan pendapatan sendiri (seperti pajak), ketika penerimaan daerah berasal dari 

transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan 

stimulasi yang muncul dari pendapatan daerah (terutama pajak daerah). Oates 

(1999) dalam Abdullah dan  Halim  (2003) menyatakan bahwa ketika respon 
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Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dari pemerintah pusat dibanding 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) daerahnya sendiri maka kondisi tersebut disebut 

dengan flypaper effect. 

Menurut Maimunah (2006), flypaper effect merupakan suatu kondisi yang terjadi 

saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak/boros dengan 

menggunakan dana transfer (grants) yang diproksikan dengan DAU (dana alokasi 

umum) daripada menggunakan kemampuan sendiri, diproksikan dengan PAD 

(pendapatan asli daerah).  

Jadi  flypaper effect adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika Pemerintah 

Daerah merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer/grants atau 

spesifiknya pada transfer tidak bersyarat atau unconditional grants daripada 

pendapatan asli dari daerahnya tersebut, sehingga akan mengakibatkan 

pemborosan dalam Belanja Daerah. 

Fenomena flypaper effect membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan 

meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan 

transfer itu sendiri. Fenomena flypaper effect dapat terjadi dalam dua versi. 

Pertama merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran belanja pemerintah 

yang berlebihan. Kedua mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer 

yang lebih tinggi dari pada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan 

Pendapatan Asli Daerah (Kuncoro (2007). 
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2.1.4 Transfer  

Transfer ke daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana perimbangan dan dana otonomi 

khusus dan penyesuaian. Transfer ke daerah ditetapkan dalam APBN, Peraturan 

Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang selanjutnya dituangkan 

dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan selaku Kuasa Pengguna Anggaran atas 

nama Menteri Keuangan selaku pengguna anggaran untuk tiap jenis transfer ke 

daerah dengan dilampiri rincian alokasi per daerah. Dasar hukum transfer adalah 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. 

Jenis-jenis dana transfer pusat meliputi transfer dana perimbangan dan transfer 

Dana otonomi khusus dan penyesuaian. 

a. Transfer Dana Perimbangan meliputi:  

1) Transfer Dana Bagi Hasil Pajak;  

2) Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam;  

3) Transfer Dana Alokasi Umum; dan  

4) Transfer Dana Alokasi Khusus.  

b. Transfer Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian meliputi:  

1) Transfer Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat;  

2) Transfer Dana Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam; dan  

3) Transfer Dana Penyesuaian 
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Dana Alokasi Umum (DAU) 

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dan merupakan 

unconditional grant dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi 

ketimpangan horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan 

antar daerah (Abdullah dan Halim, 2003).  

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan dana 

transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain dana bagi hasil dan 

dana alokasi khusus. Permendagri 26/2006 memberikan prioritas pemanfaatan 

dana alokasi umum pertama untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai serta 

kesejahteraan pegawai, kedua untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan serta 

ketiga untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 

pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat 

2.1.5  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

 Menurut Mardiasmo (2002:132) pendapatan asli daerah adalah penerimaan 

yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik 

daerah, hasil pengeloalaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah disebutkan bahwa sumber pendapata daerah terdiri dari Pendapatan Asli 

Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. 

Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari: 

1) pajak daerah, 

2) retribusi daerah, 
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3) hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, 

4) lain-lain PAD yang sah. 

 Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 

2011 terdiri dari: Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah 

dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-

undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang 

mencakup bagian laba atas penyertaaan modal pada perusahaan milik daerah/ 

BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ 

BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta 

atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan 

untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak 

daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan 

daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas 

tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk 

lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa 

oleh daerah, penerimaan  keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap 

mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 

pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi 

atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan. 
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2.1.6 Belanja Daerah 

Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan 

secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok 

masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. 

Jenis-jenis belanja: 

a. Belanja tidak langsung 

Yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung dibagi 

menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, 

hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja 

tidak terduga. 

b.  Belanja Langsung 

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan 

pelaksanaan program dan kegiatan. 

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja 

yang terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja 

modal. Ketiga jenis belanja langsung untuk melaksanakan program dan 

kegiatan pemerintahan daerah ini dianggarkan pada belanja SKPD 

bersangkutan 

 2.2   Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) 

Salah satu cara untuk mengetahui kondisi kemampuan keuangan daerah 

diperlukan pemetaan terhadap kemampuan keuangan daerah, Bappenas (2003) 

menyatakan bahwa salah satu cara melihat peta kemampuan keuangan daearah 

adalah  melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). 



19 
 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) merupakan salah satu unsur dari 

analisis penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu analisis 

penerimaan. Indeks Kemampuan Keuangan yang tinggi menunjukkan 

kemampuan kinerja daerah dalam menggali sumber fiskal daerahnya. Secara 

matematik, Indeks Kemampuan Keuangan adalah rata-rata penjumlahan dari 

indeks growth PAD, indeks share (PAD terhadap APBD)  dan indeks 

elastisitas (PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi-PDRB). 

Indek Kemampuan Keuangan (IKK) dibedakan melalui range IKK tertinggi, IKK 

sedang dan IKK terendah,  beerikut nilai range klasifikasi IKK: 

Tabel  2.1 

Kalsifikasi Indeks Kemampuan Keuangan Daerah 

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) Klasifikasi 

0,00 – 0,33 Rendah 

0,34 - ,0,43 Sedang 

0,44 - 1,00 Tinggi 

Sumber Bappenas (2003) 

 

2.3.  Penelitan Terdahulu 

a.    Maimunah (2006) Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupatan 

dan Kota di Pulau Sumatra pada Simposium Nasional Akuntansi. Hasil 

penelitan besarnya nilai DAU dan PAD mempengaruhi besarnya nilai 

Belanja daerah (pengaruh positif). Kedua, telah terjadi Flypaper Effect  pada 

Belanja Daerah pada Kabupaten/kota di Sumatera. Ketiga  tidak terdapat 

perbedaan terjadinya Flypaper Effect  baik pada daerah yang PAD-nya 
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rendah maupun daerah yang PAD-nya tinggi di kabupaten/kota pulau 

Sumatera. 

b.     Pramuka (2010) Flypaper  Effect pada Pengeluaran Pemerintah di Jawa oleh 

pada jurnal ekonomi. Hasilnya menyimpulkan tidak terjadinya Flypaper 

Effect  pada Kabupaten/kota di Pulau Jawa namun ada pengaruh positif DAU 

dan PAD tahun berjalan maupun tahun sebelumnya terhadap belanja daerah. 

c.     Eka Dedi Kurnia dan Fajri Ananda (2013) Analisis Flypaper Effect 

berdasarkan pemetaan Indeks Kemampuan Keuangan dan Pertumbuhan 

Ekonomi (Studi Kasus Pada Kabupaten/kota di Jawa Timur) pada Jurnal 

Ilmiah Univeresitas Brawijaya Vol I No.. Hasil penelitan menunjukan 

Flypaper Effect terjadi di Kabupaten/kota di Jawa Timur pada daerah yang 

mempunyai kemampuan keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah 

sedangkan pada daerah yang memiliki kemampan keuagan dan pertumbuan 

ekonomi yang tinggi tidak terjadi Flypaper Effect. 

Untuk melihat perbedaan rencana penelitan dengan beberapa penelitian terdahulu 

mengenai Flypaper Effect dapat dilihat pada tabel mapping penelitan di bawah 

ini: 

Tabel 2.2 

Mapping Penelitan 

 
No Nama 

Peneliti/Tahun 

Metode 

Analisis 

Hasil Perbedaan  

1 Syukriy Abdullah dan 

Abdul Halim Jurnal 

Ekonomi STEI. No. 2, 

Tahun XIII/25. 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Flypaper Effect  terjadi 

untuk prediksi dengan 

lag, tetapi tidak untuk 

tanpa lag 

1. Sampel penelitan  
    Syukriy Abdulah dan 

Abdul Halim :  

Kabupaten/kota Jawa 

Barat, Jawa Tengah, 

Jogjakarta, Jawa Timur 

dan Bali; 

    Rencana Penelitan :  

    Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang 

dibedakan atas daerah 
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degan IKK tinggi, 

sedang dan rendah 

 

2. Isu Penelitan 

Syukriy Abdulah dan 

Abdul Halim  Melihat 

Flypaper  Effect dengan 

mengambap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan yang sama 

   

    Rencana Penelitan 

Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan yang 

berbeda sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu  

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

kreteria IKK 

 

2 Mutiara Maimunah  

(SNA Padang 2006) 

Analisis 

Regresi 

Berganda  

Dan Uji 

Beda 

1. Besarnya DAU dan 

PAD berpengarus 

terhadap Belanja 

Daerah 

2. Terjadi Flypaper 

Effect 

3. tidak terdapat 

perbedaan 

terjadinya Flypaper 

Effect  baik pada 

daerah yang PAD-

nya rendah maupun 

daerah yang PAD-

nya tinggi 

 

1. Sampel Penelitan  
Mutiara Maimunah 

(2006) :  Kabupaten/kota 

se-Sumatra; 

    Rencana Penelitan :  

    Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang 

dibedakan atas IKK 

tinggi, sedang dan 

rendah. 

 

2 Isu Penelitan  
Maimunah (2006)   

Terjadi Flypaper Effect 

pada Kabupaten/kota se-

Sumatra dan terdapat 

perbedaaan Flypaper  

Effect pada 

Kabupaten/kota yang 

PAD Tinggi dan PAD 

rendah 

 

Rencana Penelitan 

-   Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan kueangan 
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yang berbeda,  sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu  

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

-  Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

Perbedaan IKK. 

3 Bambang Agus 

Pramuka (2010) 

Jurnal Ekonomi Vol 

11 No.1 Hlm 1-12 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

Flypaper Effect tidak 

ditemukan, yang 

menyiratkan bahwa 

pemerintah setempat 

tidak mengandalkan 

hibah dari pemerintah 

pusat sebagai sumber 

dari anggaran mereka 

1. Sampel Penelitan  

Pramuka (2010)  

Kabupaten/kota di Pulau 

Jawa 

    Rencana Penelitan :  

    Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang 

dibedakan atas daerah 

IKK tinggi, sedang dan 

rendah. 

 

2.  Isu Penelitan  

Pramuka (2010)   

Melihat Flypaper  Effect 

dengan menganggap 

setiap daerah memiliki 

kemampuan               

yang sama 

Rencana Penelitan 

-   Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan kueangan 

yang berbeda,  sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu  

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

-  Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

Perbedaan IKK.. 

4 Ria Aulia Ramadhona 

(Tesis Unila 2013)  

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. Terjadi falypaper 

effect di kabupaten 

kota se-Indonesia 

1. Sampel Penelitan  

Ramadhona (2013)  
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2. Terjadinya 

Flypaper Effect 

ditemukan paling 

besar pada daerah 

inti pemekaran 

 Kabupaten/kota se- 

Indonesia yang  

mengalami pemekaran 

dan tidak mengalami 

pemekaran. 

 Rencana Penelitan :  

    Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang 

dibedakan atas daerah 

IKK tinggi, sedang dan 

rendah. 

2 . Isu Penelitan 

Ria Aulia Ramadhona 

2013               

Melihat Flypaper  Effect 

dengan menganggap 

setiap daerah memiliki 

kemampuan               

yang sama.  

Terdapat perbedaan 

Flypaper Effect antara 

Daerah yang mengalami 

pemekaran dan tidak 

 

Rencana Penelitan 

-   Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan kueangan 

yang berbeda,  sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu  

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

-  Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

Perbedaan IKK. 

 

5 Lestari L F 

Simanjuntak, Ahmad 

Subeki, Ika Sesti 

Ferina, Hasni Yusriant 

(The 14
th 

FourA 

Analisis 

Regresi 

Berganda  

DAU and PAD have a 

significant impact on 

Regional Expenditure. 

It indicated that the 

Flypaper Effect  was 

Sampel : Districts and 

Cities in South Sumatera 

Sampel Rencana Penelitian  
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Annual Conference 

2013, Penang, 

Malaysia, October 28-

30, 2013 

 

not found neither in 

DAU nor in PAD’s 

influence to Regional 

Expenditure in 

Districts and Cities in 

South Sumatera 

 

 Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang dibedakan 

atas daerah sebelum 

otonom dengan daerah 

setelah otonom yang 

memiliki umur pemerintah 

lebih 10 tahun dan kurang 

10 tahun. 

 

6 Dedy K ( Dirjen 

Pengembangan Otda 

Bappenas 2003) 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

1. PAD di kawasan 

barat Indonesia 

mempunyai kinerja 

keuangan yang 

baik dibanding 

kawasan Indonesia 

Timur 

2. Provinsi yang 

mempunyai 

Sumber Alam 

melimpah tidak 

serta merta 

memiliki kinerja 

PAD yang baik 

1. Sampel Penelitian               

Dedi K : Provinsi se 

Indonesia 

   Rencana Penelitan :  

    Kabupaten/ Kota se- 

Indonesia yang 

dibedakan atas daerah 

sebelum otonom dengan 

daerah setelah otonom 

yang memiliki umur 

pemerintah lebih 10 

tahun dan kurang 10 

tahun. 

2. Isu Penelitan 

Dedi K : terdapat  

perbedaan Indek 

Kemampuan Keuangan 

(IKK) seteiap Provinsi 

Rencana Penelitan 

-   Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan kueangan 

yang berbeda,  sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu 

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

-  Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect  antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

Perbedaan IKK. 

7. Eka Dedi Kurnia dan 

Fajri Ananda (2013) 

Jurnal ilmiah 

Universitas 

Brrawijaya Vol.I No.2 

Analisis 

Regresi 

Berganda 

dan Uji 

Beda 

1. Terjadi  Flypaper 

Effecr  di 

Kabupaten/kota di 

Jawa Timur pada 

daerah yang 

memiliki Indeks 

Kemampuan 

Keuangan dan 

pertumbuhan 

1. Sampel Penelitian               
Eka Dedi Kurnia  : 

Kabupaten/kota di 

Jawa Timur. 

Rencana Penelitian : 

Kabupeten Kota se 

Indeonesia dengan 

degan membedakan 
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ekonomi yang 

rendah.  

2. Tidak terjadi 

Flypaper Effecr  di 

Kabupaten/kota di 

Jawa Timur pada 

daerah yang 

memiliki Indeks 

Kemampuan 

Keuangan dan 

pertumbuhan 

ekonomi yang  

tinggi 

 

daerah dengan IKK 

tinggi, sedang dan 

rendah 

 

2. Isu Penelitan 

Eka Dedi Kurnia : 

terdapat  perbedaan 

Flypaper Effect pada 

darah yang emiliki 

Kemampuan 

keuangandan 

Perubuhan Ekonomi 

setiap kuadran 

Rencana Penelitan 

-   Menganggap setiap 

daerah memiliki 

kemampuan kueangan 

yang  berbeda,  sehingga 

peneliti memetakan 

terlebih dahulu  

kemampuan daerah 

berdasarkan Indeks 

Kemampuan Keuangan 

(IKK). 

-  Terdapat perbedaaan 

terjadinya Flypaper 

Effect antara daerah 

dengan dengan kreteria 

umur Pemerintahan dan 

Perbedaan IKK 

2.4. Pengembangan Hipotesis 

Oates (1999) dalam Abdullah  dan Halim (2003) menyatakan bahwa beberapa 

penelitian mengenai perilaku Pemerintah Daerah dalam merespon transfer 

Pemerintah Pusat yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan bahwa respon 

Pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan daerahnya sendiri. Ketika respon 

Pemerintah Daerah lebih besar untuk transfer dibanding pendapatan daerahnya 

sendiri maka disebut flypaper effect.  

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah 

pernah dilakukan oleh Halim dan Abdullah (2003) yaitu pada pemerintah 

kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali. Hasil penelitian pada kabupaten/kota di 
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Jawa dan Bali menunjukkan bahwa secara terpisah, DAU dan PAD berpengaruh 

signifikan terhadap Belanja Daerah, baik dengan lag maupun tanpa lag. Ketika 

tanpa menggunakan lag, pengaruh PAD terhadap belanja daerah lebih kuat 

daripada DAU, tetapi dengan digunakan lag, pengaruh DAU terhadap belanja 

daerah justru lebih kuat daripada PAD. Hal ini berarti terjadi flypaper effect dalam 

respon pemerintah daerah terhadap DAU dan PAD. Dari hasil penelitian tersebut, 

diketahui bahwa stimulus untuk melakukan Belanja Daerah pada tahun t 

dipengaruhi oleh transfer pemerintah pusat yang diterima daerah periode t-1 pada 

Kabupaten/kota di Pulau Jawa dan Bali, kemudian Abdullah dan Halim (2003) 

menyatakan pemerintah daerah kabupaten/ kota di Jawa-Bali memiliki 

kemampuan keuangan berbeda dengan Pemerintah Daerah  kabupaten/kota di luar 

Jawa-Bali.  

Sementara itu Kurnia dan Ananda (2013) mencoba meneliti flaypaper effect 

dengan memetakan perbedaan kemampuan keuangan pada kabupaten/kota di 

Jawa Timur berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), dalam hal ini 

perhitungan IKK telah dipublikasikan oleh Bappenas (2003). Hasil penelitan 

menyebutkan bahwa kabupaten/kota di Jawa Timur dengan IKK Tinggi tidak 

terjadi flypaper effect sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Timur dengan 

IKK sedang dan rendah terjadi flypaper effect.  

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis menfomulasikan hipotesis sebagai 

berikut:  

H 1:  Terjadi flypaper effect pada kabupaten/kota di Indonesia dengan 

IKK tinggi. 
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H 2:  Terjadi flypaper effect pada kabupaten/kota di Indonesia dengan 

IKK sedang. 

H 3:  Terjadi flypaper effect pada kabupaten/kota di Indonesia dengan 

IKK rendah. 
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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1.  Jenis Penelitian  

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, karena penelitian ini disajikan 

dengan angka angka. Hal ini sesuai dengan pendapat (Arikunto 2006: 12) yang 

mengemukakan penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang banyak 

dituntut menguakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap 

data tersebut, serta penampilan hasilnya. 

3.2. Populasi, Sampel dan Sumber Data 

3.2.1.  Populasi Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiono 2003). Populasi dalam 

penelitian ini adalah pemerintah kabupaten / kota seluruh Indonesia tahun 2010 

sampai  dengan 2014. 

3.2.2.  Sampel dan Sumber Data 

Sampel adalah bagian dari populasi yang digunakan untuk memperkirakan 

karakteristik populasi. Peneliti ini menggunakan salah satu teknik Non Probability 

Sampling yakni teknik purposive sampling atau teknik pengambilan sampel 

penelitian dengan sengaja (tidak acak) menggunakan kriteria atau pertimbangan 

tertentu. Sugiarto (2001) pengertian purposive sampling  adalah teknik penentuan 
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sampel dengan pertimbangan tertentu, sehingga data yang diperoleh lebih 

representatif dengan melakukan proses penelitian yang kompeten dibidangnya. 

Dalam penelitian ini yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan sampel adalah 

Kabupaten/kota di Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Kriteria Pemilihan Sampel 

No Kriteria Pemilihan Sampel Jumlah Sampel 

1 Kabupaten/kota di Indonesia yang tidak 

mengalami Pemekaran  

194 

2 Kabupaten/kota di Indonesia yang 

mengalami pemekaran (daerah Induk 

pemekaran) 

109 

3 Kabupaten/kota di Indonesia hasil 

pemekaran (daerah otonom baru) 

211 

 Total Kabupaten/kota s.d 2014 514 

Sumber : Dirjen Otda Kementrian Dalam Negeri RI 2015 (Data di Olah) 

Kemudian sampel pada Tabel 3.1 di atas dilihat kembali kelengkapan datanya 

tentang PAD, DAU dan Belanja Daerah Pada APBD yang telah dipublikasikan 

oleh Depkeu RI dalam situs www.djpk.go.id. Kemudian data PDRB 

Kabupaten/kota se-Indonesia periode tahun 2010-2014 diperoleh melalui BPS. 

Apabila daerah yang kelengkapan datanya kurang maka daerah tersebut 

dikeluarkan dari sampel.  

3.3.  Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu 

variabel atau dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan 

ataupun membenarkan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur 

variabel tersebut.  

http://www.djpk.go.id/
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1. Variabel Terikat (Dependen) 

Variabel dependen adalah variabel utama yang menjadi perhatian utama oleh 

peneliti. Yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah Belanja 

Daerah (BD). Belanja Daerah (BD) merupakan semua kewajiban Daerah yang 

diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran 

yang bersangkutan.   

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58  Tahun 2005 yan kemudian 

dijabarkan dalam Permendagri 13 Tahun 2006,  belanja diklasifikasikan 

berdasarkan jenis belanja sebagai belanja tidak langsung  dan belanja langsung. 

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang  dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan  kegiatan. Kelompok 

belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait  secara langsung 

dengan pelaksanaan program dan kegiatan.  

Selanjutnya, kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang 

terdiri dari belanja pegawai;   belanja bunga;  belanja subsidi;  belanja 

hibah;  belanja bantuan sosial;  belanja bagi basil;  bantuan keuangan; 

dan  belanja tidak terduga. 

2. Variabel Bebas (Independen) 

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat pada kedua kesimpulan yaitu 

positif dan negatif. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah:  

a. Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer yang bersifat umum dari 

pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatasi ketimpangan 
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horisontal dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar 

daerah (Abdullah dan Halim, 2003).  

Dana Alokasi Umum (DAU) menurut UU No 32 Tahun 2004 merupakan 

dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan selain dana 

bagi hasil dan dana alokasi khusus. Permendagri 26/2006 memberikan 

prioritas pemanfaatan dana alokasi umum pertama untuk mendanai gaji dan 

tunjangan pegawai serta kesejahteraan pegawai, kedua untuk kegiatan operasi 

dan pemeliharaan serta ketiga untuk pembangunan fisik sarana dan prasarana 

dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang 

dibutuhkan masyarakat 

b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri 

dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan 

Daerah dan lain-lain Pendapatan yang Sah (UU No 33 3004). PAD dijadikan 

tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat 

kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah. Untuk mendukung upaya 

peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perlu diadakan pengukuran atau 

penilaian sumber-sumber PAD agar dapat dipungut secara kesinambungan 

tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi. 

Peningkatan cakupan Pendapatan Asli Daerah dapat pula dilakukan dengan 

meningkatkan jumlah obyek dan subyek pajak dan atau retribusi daerah. 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana pajak daerah dan retribusi daerah 

menjadi komponen PAD yang memberikan kontribusi yang sangat besar. 
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Pengukuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat dari total PAD yang 

diterima oleh pemerintah daerah pada tahun yang bersangkutan. Rumus 

perhitungan PAD adalah sebagai berikut:  

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan 

daerahyang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah 

3.4.   Alat Analisis 

3.4.1.   Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)  

Merupakan hasil rata-rata hitung dari indeks share, indeks growth dan indeks 

elastisitas terhadap jumlah tahun yang akan diteliti dengan untuk mengetahui 

kategori kemampuan keuangan suatu daerah dalam kategori rendah, mampu dan 

sangat mampu. Nilai indeks share, growth dan elastisitas, digunakan pengukuran 

dengan persamaan umum (Bappenas, 2003; Frediyanto, 2010 dan Adi, 2012). 

 Growth PAD 

Growth  PAD mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam 

mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke 

periodeberikutnya. Growth PAD dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami 

pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. 

            
           

      
      

PADt = PAD pada tahun tersebut 

PADt-1 = PAD pada tahun sebelumnya 
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 Share PAD Terhadap Belanja Daerah (BD) 

Share mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja 

pemerintah daerah, yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD 

dari suatu Kabupaten/kota. 

       
   

        
 

PAD = Pendapatan Asli Daerah  

Belanja = Belanja Daerah 

 Elastisitas 

Elastisitas adalah persentase perubahan PAD terhadap pertumbuhan 

perekonomian suatu daerah. Elastisitas mencerminkan perubahan kapasitas fiskal 

dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan perekonomian. 

Pertumbuhan Ekonomi (PE) 

Pertumbuhan Ekonomi dalam penelitian ini memakai proxy PDRB harga konstan. 

Data mengenai PDRB kabupaten/kota se Indonesai didapat dari situs BPS. 

Pertumbuhan ekonomi merupakan selisih PDB tahun t dengan PDB tahun 

sebelumnya atau t-1 dibagi dengan PDB tahun sebelumnya. Atau dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

                          
             

       
      

Jadi Elastsitas diukur dengan : 
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Elastisitas = Elastisitas PAD terhadap pertumbuhan Ekonomi  

Growth     = Pertumbuhan PAD 

PE             = Pertumbuhan Ekonomi 

Untuk menyusun indeks ketiga komponen tersebut,   ditetapkan   nilai   

maksimum   dan   minimum   dari   masing-masing komponen. 

Berdasarkan persamaan diatas maka persamaan IKK dapat ditulis sebagai berikut: 

    
        

 
 

Keterangan:  

IKK = Indeks Kemampuan Keuangan 

XG = Indeks Pertumbuhan (PAD) 

XE = Indeks Elastisitas (PAD terhadap PDRB) 

XS = Indeks Share (PAD terhadap Belanja Daerah) 

Indeks x   = (Nilai x Hasil Pengukuran - Nilai x KondisiMinimum) 

                    (Nilai x Kondisi Maksimum – Nilai x Kondisi Minimum) 

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) diklasifikaikan menjadi tiga, yaitu 

tinggi, sedang, dan rendah dengan spesifikasi nilai sebagai berikut:  

Tabel .3.1 

Kreteria Indeks Kemampuan Keuangan Daerah 

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) Klasifikasi 

0,00 – 0,33 Rendah 

0,34 - ,0,43 Sedang 

0,44 - 1,00 Tinggi 

Sumber : Bappenas (2003) 
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3.4.2.   Analisis Regresi Panel 

Menurut Nachrowi dan Usman (2006) bahwa data panel merupakan gabungan 

antara data berkala (time series) dan data individual (cross section). Data time 

series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. 

Sedangkan data cross section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu 

waktu terhadap banyak individu. 

Keunggulan regresi data panel menurut Widarjono (2005) antara lain: Pertama. 

Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit 

dengan mengizinkan variabel spesifik individu; kedua. Kemampuan mengontrol 

heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk 

menguji  dan membangun model perilaku lebih kompleks; Ketiga, data panel 

mendasarkan diri pada observasi cross-section yang berulang-ulang (time series), 

sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai study of dynamic 

adjustment; Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data 

yang lebih informative, lebih variatif, dan kolinieritas (multiko) antara data 

semakin berkurang, dan derajat kebebasan (degree of freedom) lebih tinggi 

sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; Kelima, data panel 

dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks; 

Keenam, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin 

ditimbulkan oleh agregasi data individu. 

Terdapat tigapendekatan model regresi data panel yaitu :  
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a. Common Effect 

Metode common effect adalah metode yang hanya menggabungkan data 

tanpa melihat perbedaan antar waktu dan individu, diasumsikan bahwa 

perilaku data antar kabupaten/kota sama dalam berbagai kurun waktu 

(Widarjono,2006). Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi 

individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data antar 

perusahaan sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini jelas sangat 

jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik antar perusahaan baik 

dari segi kewilayahan jelas sangat berbeda. 

b. Fixed Effect Model (FEM)  

Model fixed effect pada data panel mengasumsikan bahwa koefisien slope 

konstan tetapi intersep bervariasi sepanjang unit individu. Istilah fixed 

effect berasal dari kenyataan bahwa meskipun intersep  βσi berbeda antar 

individu namun intersep antar waktu sama (time invarian), sedangkan 

slope tetap sama antar individu dan antar waktu.  

c. Random Effect Model (REM)  

Pada model random effect digunakan untuk mengatasi permasalahan yang 

ditimbulkan oleh model model fixed  effect. Pendekatan model fixed effect 

dengan peubah semu (dummy) pada data panel menimbulkan 

permasalahan hilangnya derajat bebas dari model. 

Untuk memilih model common effect atau fixed effect maka dilakukan uji Chow 

melalui aplikasi Eviews dengan hepotesa sebagai berikut : 
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H0 : Common Effect Model 

H1 : Fixed Effect Model 

Jika Chi Square > 0,05 = terima H 0 

Jika Chi Square < 0,05 = Tolak H 0  

Untuk meilih antara metode fixed effect atau metode random effect yang akan 

digunakan untuk mengestimasi regresi data panel maka dilakukan Uji Hausman 

dengan asumsi, yaitu: 

H0: model mengikuti Random Effect  

H1: model mengikuti Fixed Effect. 

Jika Chi Square > 0,05 = terima H 0 

Jika Chi Square < 0,05 = Tolak H 0  

Penelitian ini menduga bahwa respon DAU lebih besar dari pada PAD terhadap 

Belanja Daerah (BD) dalam APBD kabupaten/kota se-Indonesia berdasarkan 

klasifikasi IKK. Adapun model regresi data panel sebagai berikut : 

BDIKK-TINGGI  2010-2014 = a + b1 DAUIKK-TINGGI 2010-2014 + b2 PAD IKK-TINGGI 2010-2014 + e,  ....(1) 

BDIKK-SEDANG 2010-2014 = a + b1 DAUIKK-SEDANG 2010-2014 + b2 PAD IKK-SEDANG 2010-2014 + e....(2)     

BDIKK- RENDAH  2010-2014 = a + b1 DAUIKK- RENDAH 2010-2014+ b2 PAD IKK- RENDAH 2010-2014 +e. .(3)                                                      

Keterangan: 

BD = Belanja Daerah 

DAU = Dana Alokasi Umum 

PAD = Pendapatan Asli Daerah 

a = konstanta 

b1, b2  = adalah koefisien regresi,  
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Analisa regresi data panel menggunakan bantuan pplikasi Eviews8. Dan untuk 

menentukan apakah terjadi flypaper effect, maka efek DAU terhadap BD 

dibandingkan dengan efek PAD terhadap BD (Abdullah dan Halim 2003), dengan 

cara membandingkan koefisien regresi dan nilai t-statistic untuk masing-masing 

variabel. Apabila efek DAU terhadap Belanja Daerah lebih besar daripada efek 

PAD, maka dapat disimpulkan terjadi flypaper effect 

3.4.3 Uji Asumsi Klasik 

Kelebihan penelitian menggunakan data panel adalah data yang digunakan 

menjadi lebih informatif, variabilitasnya lebih besar, kolineariti yang lebih rendah 

diantara variabel dan banyak derajat bebas (degree of freedom) dan lebih efisien 

(Hariyanto dkk, 2005). Panel data dapat mendeteksi dan mengukur dampak 

dengan lebih baik dimana hal ini tidak bisa dilakukan dengan metode cross 

section maupun time series. 

Panel data memungkinkan mempelajari lebih kompleks mengenai perilaku yang 

ada dalam model sehingga pengujian data panel tidak memerlukan uji asumsi 

klasik (Gujarati 2003). Dengan keunggulan regresi data panel maka implikasinya 

tidak harus dilakukannya pengujian asumsi klasik dalam model data panel 

(Verbeek, 2000; Gujarati, 2006; Wibisono, 2005; Aulia; 2004, dalam ShochrulR, 

Ajija, dkk. 2011). 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Simpulan 

Studi ini menganalisis pengaruh pendapatan daerah terhadap pengeluaran atau 

belanja daerah di Indonesia dengan menggunakan sampel kabupaten dan kota di 

Indonesia berdasarkan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Pendapatan daerah 

dalam penelitan ini diproksikan oleh DAU dan PAD, sedangkan Belanja Daerah 

adalah jumlah total pengeluaran daerah selama satu tahun anggaran yang terdapat 

dalam Laporan APBD. Penelitan ini menggunakan data panel periode tahun 2010 

s.d 2014 (5 tahun anggaran). Dari hasil penelitan diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut:  

1. Flypaper effect  terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) tinggi; 

2. Flypaper effect  terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sedang; 

3. Flypaper effect  terjadi pada kabupaten/kota di Indonesia dengan dengan 

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) rendah;. 

5.2.  Saran 

Pemerintah sebaiknya terus memantau perkembangan Daerah Otonom Baru 

(DOB) karena dari hasil pemetaan melalui Indeks Kemampuan Keuangan (IKK), 

darah dengan IKK rendah paling banyak terjadi pada Daerah Otonom Baru 
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(DOB), dan hasil penelitan menunjukan pada daerah tersebut terjadi flypaper 

effect, meskipun peneliti telah mengeluarkan belanja pegawai pada pos belanja 

tidak langsung akan tetapi flypaper effect tetap terjadi pada daerah tersebut. 
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